
 

 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.290, 2015 PIDANA. Hukum Acara. Kitab. Pelaksanaan. 
Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5772). 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 92 TAHUN 2015 

TENTANG   

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 

TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang :  a.  bahwa ketentuan mengenai ganti kerugian dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah 

ganti kerugian;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;   

 

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5145);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 

TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

ACARA PIDANA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 7 

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

diterima.     

(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut 

diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada 

tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b 

KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung 

dari saat tanggal pemberitahuan penetapan 

praperadilan.   

  
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan 

Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   

(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang 

mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak 

bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian 

paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah).    

(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang 

mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling 

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah).   
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